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PERINDUSTRIAN
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KABUPATEN TANAH LAUT

| Nomor SOP B
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | Tanggal Pembuatan

r
{

560/ /DTKP/HIJSTK-HI/2020

Tanggal Revisi T .

7

Tanggal Pengesahan =~

e e ——————————————— e ——————————— i i

i

Disahkan oleh  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Nama SOP ' Prosedur Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerja

' Sama Bipartit

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.32/MEN/XI1/2008 Tata Cara Pembentukan Dan Susunan
Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit.

1. Memahami ketentuan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan dokumen
5. Memiliki kemampuan dasar Microsoft Office

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
e 1. Perangkat Komputer 4, Kertas
2. Printer 5. Buku Database/ registrasi nomor
3. Alat Tulis pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka nomor register tanda
bukti pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit terhambat
untuk dapat diterbitkan.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
2. Dilaporkan setiap bulan sebagai salah satu data dalam laporan kinerja
bulanan.

l SOP Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit



SATUAN KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Kepala Dinas Sekretaris Kabid HIJSTK Kasi HI Staff Pemohon Persyaratan/ Kel Waktu Output
1 2 2 7 | 4 5 6 7 8 9 10 11

15 Menerima surat masuk Menyerahkan berkas permohonan pencatatan 15 Menit Agenda surat masuk

> Mulai _.mavwnm xmauumam Euman

2. Memerintahkan Kepala Bidang untuk Emuonn 15 Menit Disposisi
menindaklanjuti permohonan
pencatatan Lembaga Kerjasama
Bipartit <

3. Memerintahkan Kepala Seksi untuk Disposisi 15 Menit | Disposisi
menindaklanjuti permohonan > :
pencatatan  Lembaga = Kerjasama :

Bipartit i Gir

4. Memeriksa kelengkapan berkas sesuai ;mam.a_..xum berkas uc::o_..c:” .w_.. vmsﬂspm..- 1 Hari Konsep dokumen
dengan  persyaratan  perundang- TIDAK Lembaga Kerjasama Bipartit dengan melampirkan : pencatatan,
undangan, o 1. Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerjasama Disposisi

» Bipartit
\ 2. Nama dan Alamat Lembaga Kerjasama Bipartit
YA KONSEP 3. Susunan dan Nama Pengurus (1:1)

5. Membuat  dokumen nmanmﬁ»ua 1. Dokumen 2032 vm:ﬂﬁﬁ: _.m_svmmu Kerjasama 1 Hari Dokumen Pencatatan
Lembaga Kerjasama Bipartit, 5 !vm&n = 2 : Lembaga Kerjasama
Memasukan data Lembaga Kerjasama - ~ m&& Bn_unm_‘ zo=§. vn:nmnn»us _.m.:vunm Bipartit,

Bipartit ke buku register, 5 G : artit e Mengisi buku register
Memberikan vu_.& persetujuan ; S pencatatan,
S B eantes Lembar Paraf
6. z.—osvmmru: paraf vmﬁﬂ&:w: : 15 ;m:r > rmacmr Paraf
[
1

2, Memberikan paraf persetujuan R Paraf - 15 Menit | Lembar Paraf

8. Menandatangani dokumen pencatatan Tanda Tangan 5 15 Menit Tanda Tangan Dokumen
Lembaga Kerjasama Bipartit o Pencatatan Lembaga

< Kerjasama Bipartit

9. Melaksanakan finalisasi dokumen 1. Pemberian nomor surat keluar - 15 Menit Dokumen Pencatatan

S & 2. Pemberian Cap Dinas - Lembaga Kerjasama
: S Bipartit

10. Menyerahkan dokumen kepada v 1. Dokumen vgnwﬂﬁz Lembaga xommumau Bipartit 30 Menit Dokumen Pencatatan

pemohon sekaligus dokumentasi 2. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Lembaga Kerjasama
Selesai 3. Dokumentasi Bipartit,
B g Tanda Terima

l Flowchart SOP Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit




b ik R o - LR [ NomorSOP | 560/ /DTKP/HIJSTK-HI/2020

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN ' Tanggal Pembuatan BN
KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Revisi L SN | L

' Tanggal Pengesahan | ‘ i ey

' Disahkan oleh ' Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |

' Nama SOP | Prosedur Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerja
Sama Bipartit

Dibuat oleh : Diverifikasi oleh : Disahkan oleh

" KEPALA SEKSI . KEPALA BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK

4

Zei e

M. PARHANSYAH, S.T. ”_ MARIA ULFAH, S.Psi.

NIP. A.o.,_woch_mm 200003 1 004 . NIP. 19791113 200501 2 008 r 5 _u ._owNoﬂom 1 o.owdn 1004

I SOP Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PENGADUAN
TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN



Nomor SOP

P | 560/  /DTKP/HISTK-PJSTK/2020
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN Tanggal Pembuatan = At i B

KABUPATEN TANAH LAUT ‘TanggalRevisi | . W
Tanggal Pengesahan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

i

Nama SOP ' Prosedur Pelayanan Pengaduan Tunjangan Hari
| Raya Keagamaan w

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 1. Memahami ketentuan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan. 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
Pengupahan. 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan dokumen
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 5. Memiliki kemampuan dasar Microsoft Office
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
_ 1. Perangkat Komputer 4, Kertas
2. Printer 5. Laporan

3. Alat Tulis

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan sulit 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
mendapatkan data yang akurat mengenai kepatuhan 2. Dilaporkan setiap bulan sebagai salah satu data dalam laporan kinerja
perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan secara umum bulanan.

dan kepatuhan dalam membayarkan tunjangan hari raya
keagamaan kepada pekerja/buruh.

SOP Pelayanan Pengaduan Tunjangan Hari Raya Keagamaan



UAN KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

Pelaksana

Aktivitas Mutu Baku Ket
Kepala Dinas Sekretaris Kabid HIJSTK Kasi HI Staff Persyaratan/ Kel Waktu Output

2 2 3 4 5 6 8 9 10 11
Menerima tamu Datang untuk konsultasi/koordinasi 5 Menit Mengisi buku tamu
zgonam. nmi: dengan keperluan y 1. Ruangan/Kantor 5 Menit Tatap muka
konsultasi mengenai struktur dan 2. Dokumen
skala upah
Memeriksa keterangan dan informasi v Tidak | zﬁ:mﬁamra: maksud dan tujuan vm:.oso: terkait 15 Menit | Memberikan keterangan,
pemohon. no_*mz. vmasmum_m_szk : Sesuai  per gan harl raya keag sosialisasi, memberikan
tunjangan hari raya keagamaan, informasi kepada
kemudian 5»33:&85:3» %:nu: . / : pemohon <
xnam:Eu: vm:naw:u ::au:uu: <n=n 3 s 7T
vo_._m_E g iy

¢ Sesuai
zmgﬂmrg am: Bmau,m:.xm: ; Dokumentasi 30 Menit Pendataan dan
arahan selanjutnya kepada pemohon v dokumentasi

»

Data un_:m: an:mm: ‘hari raya | Dokumentasi 15 Menit Dokumentasi

i nm_m_._

I Flowchart SOP Pengaduan Tunjangan Hari Raya Keagamaan




5 KW _ NomorSOP | 560/ /DTKP/HUSTK-PJSTK/2020
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | Tanggal Pembuatan e TN -
KABUPATEN TANAH LAUT _Tanggal Revisi i i R -
' Tanggal Pengesahan | ,
“ Disahkan oleh | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
zm_.sm ‘'Nama SOP | Prosedur Pelayanan Pengaduan Tunjangan Hari
m ' Raya Keagamaan
Diverifikasi oleh : Disahkan oleh :
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK
FADLY FAUZAN, $.H. MARIA ULFAH, S.Psi. WA STURY, SSTP
WP, 198707082014021001 | NP 197911132005612008 | .- RIP. 19770705 199612 1 004

I SOP Pelayanan Pengaduan Tunjangan Hari Raya Keagamaan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

TANAH LAU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(PELAYANAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA)



FORM 1
IDENTIFIKASI SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

S Mutu Baku : Ket

No Aktivitas ARG : T e ? -

1

i

2.

n Kerja Bersama yang telah
_belah pihak
3.
| : ngkapan berkas sesuai der
ditentukan oleh peraturan n.mE:nm:m,.::am:mm.z, :

% |dentifikasi SOP Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama



2 /dentifikasi SOP Pelayanan Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
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'NomorSOP ~ /DTKP-HIJSTK/PK-PKB/2020

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN qmsmmm_ Pembuatan i g

s e :

KABUPATEN TANAH LAUT ._.m:mmm,_{zmsm e
- . Tanggal vm:mmmm:m: e _
w/gfeﬁz\w c_mm:xm: oleh xm_um_m Dinas Tenaga Kerja am: vm::acﬂ:m:
| szm SOp vSmmac_‘ Pelayanan vmzn_m:ma: _um:ma_m: xm:m
wmamBm -
_ummm_, _._:_ES Kualifikasi Pelaksana
A c: n_m:m c: am:m Nomor 13 Tabun = 2003 Hm:ﬂmzmﬁ ‘ 1. Mengerti hukum secara umum terkhusus _._c_EB _Amnm:mmmxm:mm: am:

~ Hukum Perikatan
‘2. Menguasai aplikasi word dan excel
3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan Um:mq xm_umam vm_.:o:o:
: ,.A stv: memahami kondisi psikologis .

 Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik _:Qo:mm_m.
- Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan _.mBUmnms zmmmﬂm.
xmvcc:x _=ao=mm_m zo:._o_, 4279).

._um_. Em: Zmzﬁm: xmﬁm:mmmxmamm: _Nmncv:x _sao:mm_m .
~ Nomor 28 ° ‘ahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan
v:_,___,um:mmmm:mz Peraturan Perusahaan serta _ums_ucmﬂm: am:
;.w.vm:am?mqms _umam_:_m: Kerja Bersama _

xmnm_,xm_nm: vmqm_mnms\ Perlengkapan
. e | 1. Perangkat Komputer 5. Kertas
s e =l 20 Printer 6. Alat Tulis
it 3 ;m::mm: Internet 7. Buku cmﬂm_ummm\ Em_mnEm_

4, Peraturan
va:am:m undangan

vml:wm.nm:‘ | ; _u.mznmnmﬂmz dan Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka bukti pendaftaran { 1. Buku Database/registrasi.
perjanjian kerja bersama tidak dapat diterbitkan 2. Aplikasi Microsoft Excel

53 SOP Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
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DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  Tanggal Pembuatan | ShEle e e
KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Revisi
' Tanggal Pengesahan |
- Disahkan oleh xmom_m c_:mm ._.m:mmm Kerja dan Perindustrian
‘NamaSOP | Prosedur mpm<m:m: _um:amnmﬂm: Perjanjian xm:m
e _._,wmqmm:._m ;
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l SOP Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PENCATATAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



~ | Nomor SOP

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN ' Tanggal Pembuatan

560/ /DTKP/HIJSTK-HI/2020

KABUPATEN TANAH LAUT

_Tanggal Revisi
- Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

|

' Nama SOP

Prosedur Pelayanan Pencatatan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

2. Undang-Undang Nomor
Ketenagakerjaan.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

13 Tahun 2003 tentang

1. Memahami ketentuan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan

. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan

. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan dokumen
Menjabat sebagai Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial
. Memiliki kemampuan dasar Microsoft Office

oUW N

PER.31/MEN/XI1/2008 tentang Pedoman Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan
Bipartit
Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
5 1. Perangkat Komputer 4. Kertas
2. Printer 5. Risalah Bipartit/Tripartit
3. Alat Tulis 6. Laporan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka layanan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial (mediasi) terhambat.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual (didokumentasikan).
2. Dilaporkan setiap bulan sebagai salah satu data dalam laporan kinerja
bulanan.

I SOP Pelayanan Pencatatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial




SATUAN KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Kepala Dinas Sekretaris Kabid HIJSTK Kasi Hi JF Mediator Pemohon Persyaratan/ Kelengkap Waktu Output
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
s Menerima surat masuk Menyerahkan berkas permohonan pencatatan 15 Menit Agenda surat masuk
o > Mulai vmam—mm&u: Perselisihan Hubungan Industrial

Memerintahkan Kepala uEmi untuk

Disposisi 15 Menit Disposisi
menindaklanjuti permohonan
pencatatan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial @
Memerintahkan xmvm_m Seksi untuk Disposisi 15 Menit | Disposisi
menindaklanjuti ~ permohonan >
pencatatan esaian Perselisihan
z:ugug _aﬁﬁm— o T
;ma.n..__ﬁ rm_mam_s.um: wm_._sm sesuai Menyerahkan berkas permohonan pencatatan 1 Hari Konsep dokumen surat
dengan  persyaratan  perundang- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial permintaan bantuan
undangan, £ dengan melampirkan : tenaga Mediator
> 1. Risalah bipartite sebanyak 2x atau upaya bipartite Hubungan Industrial,
sebanyak 4x Disposisi
2. Daftar hadir
3. Permintaan pertemuan bipartit
1. Dokumen surat permintaan bantuan tenaga 1 Hari Dokumen surat
~ Mediator Hubungan Industrial permintaan bantuan
2. Dokumen r.m:n_sn c=6 diperlukan) tenaga Mediator
3. v»..& 2 Hubungan .:aﬁ:w_.
s Al _Lembar Paraf
Memberikan paraf persetujuan Paraf 15 Menit | Lembar Paraf
1
Memberikan paraf persetujuan _ Paraf 15 Menit | Lembar Paraf
Menandatangani dokumen permintaan Tanda Tangan 15 Menit Tanda Tangan Dokumen
bantuan tenaga mediator hubungan surat permintaan
industrial bantuan tenaga
Mediator Hubungan
Industrial
Melaksanakan finalisasi dokumen 1. Pemberian nomor surat keluar 15 Menit | Dokumen surat
2 2. Pemberian Cap Dinas permintaan bantuan
> tenaga Mediator:
S = Hubungan Industrial
Menyerahkan dokumen  kepada 1. Dokumen Pencatatan Lembaga Kerjasama 30 Menit Dokumen surat

Mediator Hubungan Industrial Bipartit permintaan bantuan
sekaligus dokumentasi > Selesai 2. Tanda Terima Penyerahan Dokumen tenaga Mediator
¥k \ 3. Dokumentasi Hubungan Industrial,
Tanda Terima

l Flowchart SOP Pelayanan Pencatatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial




SATUAN KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Kepala Dinas Sekretaris Kabid HIJSTK Kasi HI Staff Pemohon Persyaratan/ Kelengkap Waktu Output
1 2 2 3 4 3 [ 7 8 9 10 11
1. Menerima surat masuk Menyerahkan berkas permohonan pencatatan 15 Menit | Agenda surat masuk
» Mulai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2z Memerintahkan Kepala Bidang untuk Disposisi 15 Menit Euv.oﬂa
menindaklanjuti permohonan
pencatatan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial S |
3. Memerintahkan Kepala Seksi untuk Disposisi 15 Menit Disposisi
menindaklanjuti permohonan o \ 2
pencatatan v@:ﬁ-@m&ms Perselisihan
:cuc:wmz Industrial § . : S
4, Memeriksa kelengkapan berkas sesuai Menyerahkan berkas permohonan vm:nmnm.nm_. 1 Hari Konsep dokumen
dengan  persyaratan  perundang- TIDAK Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial panggilan
undangan, 4 dengan melampirkan : tripartite/mediasi,
» 1. Risalah bipartite sebanyak 2x atau upaya bipartite Disposisi
/ sebanyak 4x
YA 2. Daftar hadir
3. Permintaan pertemuan bipartit
S. Membuat dokumen panggilan 1. Dokumen surat panggilan nnuuanm\so&mn 2 “tHard
tripartite/mediasi, 2. Dokumen klarifikasi (jika &vmzc_s:- 47
Memberikan paraf persetujuan 3. Paraf 2
6. ;mHVm:xmr vmaw vmﬁm»&:m: Paraf 15 Menit rm:.vu., Paraf
il
7 Menandatangani dokumen panggilan k Tanda Tangan 15 Menit | Tanda Tangan Dokumen
tripartite/mediasi - Surat Panggilan :
i ; Tripartit/Mediasi
8. Melaksanakan finalisasi dokumen 1. Pemberian nomor surat keluar 15 Menit Dokumen Surat
2. Pemberian Cap Dinas Panggilan
P Tripartit/Mediasi
9. Menyerahkan dokumen kepada para 1. Dokumen Pencatatan Lembaga Kerjasama m_vuan 30 Menit Dokumen Surat
pihak yang berkepentingan sekaligus > Selessi 2. Tanda Terima Penyerahan Dokumen : Panggilan
dokumentasi /lll\ 3. Dokumentasi Tripartit/Mediasi,
Tanda Terima

I Flowchart SOP Pelayanan Pencatatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial




DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  Tanggal Pembuatan
KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Revisi

Dibuat oleh :

HUBUNGAN INDUSTRIAL

M. PARHANSYAH! S.T.

NIP. 19760423 200003 1 004

rvmm s

" Nomor SOP

560/ /DTKP/HIJSTK-HI/2020

S et e |

 Tanggal Pengesahan

' Disahkan oleh

Kepala Dinas Tenaga xm:m dan Perindustrian

Nama SOP Prosedur Pelayanan Pencatatan Penyelesaian
. Perselisihan _._ccc:mms _:acﬂ:m—
Diverifikasi oleh : : Disahkan oleh :
i
KEPALA BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK
<
MARIA ULFAH, S.Psi.
. Z__udoﬂo‘_:u ,Noomo._ 2 Oom, I ﬂ_—w ._ONNO.NOM ._o@m._N ._ OOA

I SOP Pelayanan Pencatatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN
STRUKTUR DAN SKALA UPAH



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

' Nomor SOP
' Tanggal Pembuatan

560/ /DTKP/HIJSTK-PJSTK/2020

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

V-

Disahkan oleh

Nama SOP

Prosedur Pelayanan Struktur dan Skala Upah

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Struktur dan Skala Upah.

1. Memahami ketentuan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

3. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan dokumen
5. Memiliki kemampuan dasar Microsoft Office

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
& 1. Perangkat Komputer 4. Kertas
2. Printer 5. Laporan
3. Alat Tulis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan sulit 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
mendapatkan data yang akurat mengenai kepatuhan 2. Dilaporkan setiap bulan sebagai salah satu data dalam laporan kinerja

perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan secara umum
dan kepatuhan dalam menerapkan struktur dan skala upah
secara khusus.

bulanan.

I SOP Pelayanan Struktur dan Skala Upah



SATUAN KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Kepala Dinas Sekretaris Kabid HIJSTK Kasi HI Staff Pemohon Persyaratan/ Kelengkap Waktu Output
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Menerima tamu 2 Datang untuk konsultasi/koordinasi : 5 Menit Mengisi buku tamu
: , /..Zs_u.\ ; : -
2. Zmam::._u tamu dengan keperluan ; ; 1. Ruangan/Kantor 5 Menit Tatap muka
konsultasi mengenai struktur dan 2. Dokumen
skala upah
3 Memeriksa - dokumen struktur dan v Tidak 3 Mempertihatkan struktur dan skala upah yang dimiliki | 15 Menit ?N:vm.*w: keterangan, |
mxw—a Sm_._ yang &vm_‘z_..mcs: oleh Sesuai | : dalam bentuk file (dokumen m_mrﬂo_.._xv chvﬁ e e s
; kemudian s : : dokumen fisik
‘u.s_.sﬁ dengan & o :
 perundang-undangan yang : : s o \
. : wmﬁ_u. : :
4, Mendoku asikan dan berikan T w, i .oorcam:g T woz,man vm:nmnmm-..,mwa
arahan selanjutnya kepada pemohon Y dokumentasi

A 4

rahkan ~ Kembali  dokumen
. pemohon sekaligus

Dokumentasi

l Flowchart SOP Pelayanan Struktur dan Skala Upah



RN TR P AT Nomor SOP | 560/ /DTKP/HIJSTK-PJSTK/2020
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN Tanggal Pembuatan | LR L T .. -
KABUPATEN TANAH LAUT ‘Tanggal Revisi N - ¢

Tanggal Pengesahan | i il byt - B

Disahkan oleh ' Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |

Nama SOP ‘ Prosedur Pelayanan Struktur dan Skala Upah |

Dibuat oleh : Diverifikasi oleh : w Disahkan oleh :
, KEPALA BIDANG

_Am_u>_.> SEKSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK

FADLY FAUZAN, & MARIA ULFAH, S.Psi.

NIP. 19870708 201402 1 001 _NIP. 19791113 200501 2 008 _

I SOP Pelayanan Struktur dan Skala Upah



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
UPT BALAI LATIHAN KERJA PELAIHARI

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MELAKSANAKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI
BALAI LATIHAN KERJA



DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
UPT BALAI LATIHAN KERJA PELAIHARI KAB. TANAH LAUT

Balai Latihan Kerja Prosedur 1. Undang-Undang R.I Nomor

Pelaihari Melaksanakan 13 Tahun 2003 Tentang
Pelatihan Berbasis Ketenagakerjaan

Kompetensi Di Balai 2. Peraturan Menteri

Latihan Kerja Ketenagakerjaan R.l nomor

8 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan

Pelatihan Berbasis
Kompetensi
3. Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan R.| Nomor
21 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis
Bidang Pelatihan Kerja

— Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP Pelayanan Peperimaan Peserta Latih Dalam BLK




SATUAN KERJA : BALAI LATIHAN KERJA PELAIHARI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

Pemohon

Mulai

Pembuatan pengumuman pelatihan

Pelaksana L MunEe

Pelaksana Instruktur Persyaratan = Waktu Output

Merekrut oma peserta

!
!
{

o
?

Pengumuman hasil seleski

Pendaftaran ulang peserta yang
lulus seleksi

Melaksanakan Pelatihan

Mengeluarkan sertifikat pelatihan

Menyerahkan sertifikat kepada
peserta yang dinyatakan kompeten

Peserta Mengikuti Uji
Kompetensi

~ Mengisi . ‘
: Mengetahui jumlah
P mo:s_ nﬂ_._.w: el ,38_.3 yang mendaftar
4 Formulir yang sudah
5 Hari diverifikasi sesuai
kejuruan yang diminati
2 am Memilih 16 peserta per

kejuruan

: ._.mﬁ_.sz«.m peserta yang
7 terbaik

Fotocopy KTP, _ Persyaratan peserta,
Ijazah terakhir, 3 Hari  riwayat hidup dan surat
Pas Foto 3x4 pernyataan

Mempunyai
P> 38 Hari keterampilan sesuai

yang diharapkan peserta

< 2Hari  Sertifikat sudah dicetak

Lulus evaluasi Sertifikat siap

Sertifikat kompetensi

bagi peserta yang
lulus uji kompetensi

1 Flowchart SOP Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK



FORM 1
IDENTIFIKASI SOP

NAMA SKPD : UPT BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT
e et N s b ReE

Aktivitas

Pembuatan pengumuman pelatihan

/2 Merekrut para peserta

3
4.
-

Seleksi peserta
Pengumuman hasil seleski

Pendaftaran ulang peserta yang lulus seleksi

Melaksanakan Pelatihan

Mengeluarkan sertifikat pelatihan

Menyerahkan sertifikat kepada peserta yang
dinyatakan kompeten

Peserta Mengikuti Uji Kompetensi

Persyaratan/ xnu_o_..u.ﬂt-: i-hﬂc
Mengisi Formulir Pendaftaran 30 Menit

5 Hari

2 Jam

3 Hari

Fotocopy KTP, Ijazah terakhir, e

Pas Foto 3x4

38 Hari

2 Hari

Lulus evaluasi terakhir 1 Hari

2 Hari

Identifikasi SOP Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di BLK

Output
5 6

Mengetahui Jumlah Peserta Yang Mendaftar

Formulir Yang Sudah Diverifikasi Sesuai
Kejuruan Yang Diminati

Memilih 16 Peserta Per Kejuruan
Terpilihnya Peserta Yang Terbaik

Persyaratan Peserta, Riwayat Hidup Dan
Surat Pernyataan

Mempunyai Keterampilan Sesuai Yang
Diharapkan Peserta

Sertifikat Sudah Dicetak

Sertifikat Siap Diserahkan

Sertifikat Kompetensi Bagi Peserta Yang
Lulus Uji Kompetensi




Nomor SOP
._.msnmm_ va_ucmnm:

TANAH LAUT

._.m:mmm_ Revisi

._.m:mnm_ vm:mmmmrm:
Disahkan oleh

Nama SOP

xcm::xmm_ Pelaksana
. SMA Sederajat dan S1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.| nomor 8 Tahun
2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
Berbasis Kompetensi

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.| Nomor 21 Tahun

2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja

xmnm.‘xm#m_._ _um_.m_mnm_..\ _umq_m:mrmvm:
Masyarakat yang ingin memiliki keterampilan 1. Perangkat Komputer
2. Perangkat Otomotif
3. Perangkat
Kelistrikan
4, _um_‘msmxmﬁ ;msu.m:_.n

vm::mmﬂm:

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka peserta latih tidak
memiliki kompetensi

03 ovtgber 2004

N. Mahir Komputer dan Internet
3. Mahir Mengenai Komputer, Otomotif, Kelistrikan, Menjahit, Tata Boga,
Las, Bangunan, Refrigerasi dan Tata Kecantikan

I _.m_uo.,mz _um:<m_m=mmm_.mm: Pelatihan m

>. /DTKP/BLK-PLH/2020
01 Oktober 2019

B8 Al 30

~ Kepala Dinas Tenaga xmam dan

Perindustrian

- Prosedur Melaksanakan Pelatihan Berbasis
Kompetensi di Balai Latihan Kerja

. Perangkat Las :
. Perangkat Bangunan
. Perangkat Refrigerasi
. Perangkat Tata Kecantikan

mwow

SOP Melaksanakan ﬁm\m:.&m: w&&m:w,kﬁaﬁ&ma\. di mQA



% \c._.x_u\w_.x _u_.I\Nowo

: uatan 01 oﬁoum..wﬁw e

._.m:mmm_ wosa ou oz.ofx S&

Emm_,.xu: o.m_.. xoom_m Esmm ._.msmmm xmam am:
_umzza:.ﬁ:m:

NamaSOP  Prosedur Melaksanakan Pelatihan wm&ﬁm

. ,xoawmamnm_ di wmg _.mn_;:m: xmam

TANAH LAUT

Dibuat oleh : Diverifikasi oleh : Disahkan oleh :

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA BALAI LATIHAN KERJA 2P A KEE
TATA USAHA \%W\ X
~W ) g‘.’@—dﬂiz/
r’. A%ﬁerﬁi c\?
PARYANTO, S.Sos N\ WA ST R INS.STP
NIP. 19640820 198701 2 001 NIP. 196641122 198603 1 005 (6519776705 199612 1 004
/

2 SOP Melaksanakan Pelatihan Berbasis koSmei.\. di BLK




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PENERBITAN KARTU AK/I
(KARTU TANDA BUKTI PENDAFTARAN PENCARI KERJA)



DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

Bidang Pelatihan dan
Penempatan Tenaga
Kerja.

Seksi - Penempatan
Tenaga Kerja

Prosedur Pelayanan
Pembuatan/
Penerbitan Kartu
AK/l (Kartu Tanda
Bukti Pendaftaran
Pencari Kerja)

2. Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4279).

Menteri
Ketenagakerjaan RI
Nomor 39 Tahun 2016
tentang Penempatan
Tenaga Kerja.

3. Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 61 Tahun
2018 tentang Penempatan
Tenaga Kerja




FORM 1
IDENTIFIKASI SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No |

| Petugas Admin BKG ﬂisﬁaxanaﬁ e pencert | TooT
ﬁ _ms pada Kartu AK/1(Kartu Pencar Kerla) sebelum
tal . :

I Identifikasi SOP Pelayanan Pembuatan Kartu Ak/I ( Kartu Pencari Kerja )




Identifikasi SOP Pelayanan PenerbitanKartu AK/I ( Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja )



SATUAN KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

No Aktivitas

I Flowchart SOP Pelayanan Penerbitan Kartu AK/| ( Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja )



l Flowchart SOP Pelayanan Penerbitan Kartu AK/I ( Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja )



' Nomor SOP ﬂ |00 \U._.x_u vN._.x\_u._.x >x_\No3

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - e

KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Pembuatan | |3 Celember Aol
._.mzmmm_ Revisi A oIqwo,\ 2o0'o |

._.msmmm_ _um:mmmm:mz ax ow+erm1 201y

_u_mm_..xms o_m: xmum_m U_:mm ._.m:mmm Kerja am: vm::a:mﬁ:mz |

zw:..m SOP ' Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu AK/|

' (Kartu Tanda Buti Pendaftaran Pencari Kerja)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 1. Minimal SLTA
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2. Mahir Internet & Komputer

Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Menguasai Aplikasi Bursa Kerja Online
Indonesia Nomor 4279).

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Rl Nomor 39 Tahun 2016
tentang Penempatan Tenaga Kerja.

3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Penempatan Tenaga Kerja

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1. Kementerian Ketenagakerjaan Rl 1. Perangkat Komputer 5. Kertas

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 2. Web camera 6. Alat Tulis

Selatan 3. Printer 7. Buku Database/ registrasi Pencari Kerja
4. Jaringan Internet sesuai tingkat pendidikan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Kartu AK/I ( Kartu Pencari 1. Laporan IPK Online.
Kerja ) tidak bisa diterbitkan. 2. Buku Database Pencari Kerja.

l SOP Pelayanan Penerbitan Kartu AK/I ( Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja )



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | ———
KABUPATEN TANAH LAUT

|

' Nomor SOP

o0 /DTKP-P2TK/PTK-AKI/2019

' Tanggal Pembuatan

\A Geplemler Rpoi2

' Tanggal Revisi

22 oktvber oy

Tanggal Pengesahan

22 OFtober R05

Disahkan oleh

Kepala oﬂ:mm,‘“..m:m;_mm Kerja dan _umz.zacmg.m:

'Nama SOP

Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu AK/|
(Kartu Tanda Buti Pendaftaran Pencari Kerja)

Dibuat oleh :

Diverifikasi oleh :

Disahkan oleh :

NI, M.Psi
NIP. 19750514 200112 2 002

SYAKHRIL
NIP. 19750412 199603 1 002

KEPALA SEKSI KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN Zonn Rag
PENEMPATAN TENAGA KERJA PENEMPATAN TENAGA KERJA o
& 3
\ % D
[ERAGAKERIAA

AS/TURI, 5.STP
19770705 199612 1 004

l SOP Pelayanan Penerbitan Kartu AK/I ( Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja )




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS
(BKK)



DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

SOP yang Akan Dikembangkan
Alasan Pengembangan
Bagian/ Bidang Prosedur

Bidang Pelatihan dan | Penerbitan  Tanda| 1. Undang-Undang Nomor 13
Penempatan  Tenaga | Daftar Bursa Kerja Tahun 2003 tentang
Kerja. Khusus (BKK) Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara
Seksi Latihan dan Republik Indonesia Tahun
Penempatan Tenaga 2003 Nomor 13,
Kerja. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4279).

2. Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI
Nomor 39 Tahun 2016
tentang Penempatan
Tenaga Kerja.

3. Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 61 Tahun
2018 tentang Penempatan
Tenaga Kerja




DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

SOP yang Akan Dikembangkan
Alasan Pengembangan
Bagian/ Bidang Prosedur

Bidang Pelatihan dan | Penerbitan  Tanda| 1. Undang-Undang Nomor 13
Penempatan  Tenaga | Daftar Bursa Kerja Tahun 2003 tentang
Kerja. Khusus (BKK) Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara
Seksi Latihan dan Republik Indonesia Tahun
Penempatan Tenaga 2003 Nomor 13,
Kerja. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4279).

2. Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI
Nomor 39 Tahun 2016
tentang Penempatan
Tenaga Kerja.

3. Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 61 Tahun
2018 tentang Penempatan
Tenaga Kerja




FORM 1
IDENTIFIKASI SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

 Aktivitas

i ~ MutuBaku

vm...&m..mﬁi xm_mswxmvm:

s

| 1 2 3 4 5
| 1. | Pemohon menyerahkan berkas persyaratan Tanda Daftar Bursa 1. Copy surat Izin Pendirian atau Surat Izin Operasional 1 1. Copy surat Izin Pendirian atau Surat Izin Operasional
Kerja Khusus kepada Petugas pelayanan penerbitan Tanda Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan | menit Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan
w Daftar BKK Tinggi, dan Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja dari Tinggi, dan Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja dari
| instansi yang berwenang; instansi yang berwenang;
2. Copy Keputusan pembentukan BKK dan Struktur 2. Copy Keputusan pembentukan BKK dan Struktur
Organisasi BKK; Organisasi BKK;
3. Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK) paling 3. Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK) paling
m  sedikit 1 (satu) tahun ke depan; sedikit 1 (satu) tahun ke depan;
| 4. Copy KTP dan Pas foto Penanggung Jawab terbaru 4. Copy KTP dan Pas foto Penanggung Jawab terbaru
! berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar.
| Petugas pelayanan memeriksa berkas persyaratan yang sudah | 1. Copy surat Izin Pendirian atau Surat Izin Operasional 30 Berkas persyaratan yang telah diperiksa telah sesuai
| diserahkan oleh pemohon, jika sudah benar maka dilanjutkan Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan | menit | dengan Ceklist dokumen persyaratan
proses selanjutnya dan jika belum maka dikembalikan kepada Tinggi, dan Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja dari
| pemohon untuk dilengkapi. instansi yang berwenang;
ﬁ 2. Copy Keputusan pembentukan BKK dan Struktur "
W Organisasi BKK; W
| 3. Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK) paling ~
sedikit 1 (satu) tahun ke depan;
M 4. Copy KTP dan Pas foto Penanggung Jawab terbaru
{ berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. )
| 3. | Petugas pelayanan penerbitan Tanda Daftar BKK mengisi data- | 1. Buku Tanda Daftar BKK 10 Data Bursa Kerja Khusus
i data BKK ke buku Tanda Daftar BKK 2. Alat Tulis menit )
4. | Petugas pelayanan penerbitan Tanda Daftar BKK menginput | Perangkat komputer 15 Draft Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
W data-data Bursa kerja Khusus ke Surat Tanda Daftar Bursa Kerja menit
W Khusus
5. [ Kasi Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja memeriksa Draft | Draft Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus 10 Draft Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
M Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus menit
T 6. | Kabid Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja memeriksa | Draft Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus 10 Draft Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
m Draft Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus menit
| 7. | Kepala Dinas menandatangani Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus 10 Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
| Khusus menit
| 8. | Petugas pelayanan penerbitan Tanda Daftar BKK memberikan | Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus 5 Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
w penomoran dan foto serta membubuhkan stempel pada Surat menit ,"
| Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus o 5 | n o o
| 9. | Petugas pelayanan mengarsipkan Surat Tanda Daftar Bursa | Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus 5 Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus |
| Kerja Khusus S e B RS . e |
| 10. | Petugas pelayanan menyerahkan Surat Tanda Daftar Bursa Kerja | Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus 5 Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
|| Khusus kepadapemohon | R menit _

I Identifikasi SOP Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)



SATUAN KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Dinas Kabid P2TK Kasi PTK Petugas Pelayanan Pemohon Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

enerbitan Tanda Daftar ke Petugas | L L e Sl | %g mzc!v!_&g._.sﬂ_ %sg.us
§ o : Nggggﬂxgggggx i
; e ugwsggqi _aa- gv u-ziﬁ..%_.ag i

R e g T VRS S I SRR T - . ‘ T T—— e Yands Dafear
o e e L L . e | menit | Kerjakhusus

e U B e G ey T R R T S e e e R T T T

l Flowchart SOP Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)



Nomor SOP Slo /DTKP-P2TK/BKK/2019

Gl DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN =
KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Pembuatan | 24 OKtvber 2ol

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan | au oktvber 2019

Disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja

Nama SOP Khusus (BKK)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pejabat Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut dan Fungsional Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Rl Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenaga Kerja.

3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2018 tentang

Penempatan Tenaga Kerja.

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan

1. Kementerian Ketenagakerjaan Rl 1. Perangkat Komputer
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan 2. ATK
3. Buku Regristrasi BKK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus = Buku Rekapitulasi Perizinan Tanda Daftar BKK
(BKK) tidak bisa diterbitkan ”

|

lmo“v Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)



- . Nomor SOP Slo  /DTKP-P2TK/BKK/2019
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Pembuatan A9 Oktvber 2019
Tanggal Revisi =
Tanggal Pengesahan 2y oEtvber 2014
Disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja
Namd S0P Khusus (BKK)
Dibuat oleh : Diverifikasi oleh : Disahkan oleh :
e REPALASERST | KEPALA BIDANG PELATIAN DAN—————— i
PENEMPATAN TENAGA KERJA PENEMPATAN TENAGA KERJA
< ﬁ
ELIZA MEILANI, M.Psi Rf S.STP
NIP. 19750514 200112 2 002 IP. 19770705 199612 1 004

l SOP Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERIZINAN SIU LPTKS - AKL
(SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA
KERJA SWASTA - ANTAR KERJA LOKAL)



DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

Bidang Pelatihan dan Prosedur Perizinan 1. Undang-Undang Nomor 13
Penempatan Tenaga SIU LPTKS - AKL Tahun 2003 tentang

Kerja. (Surat Izin Usaha Ketenagakerjaan
Lembaga (Lembaran Negara
Seksi Penempatan Penempatan Tenaga Republik Indonesia Tahun
Tenaga Kerja. Kerja Swasta - Antar 2003 Nomor 13,
Kerja Lokal) Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia

Nomor 4279).

2. Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI
Nomor 39 Tahun 2016
tentang Penempatan

Tenaga Kerja.

3. Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 61 Tahun
2018 tentang Penempatan
Tenaga Kerja.

- Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP Perizinan SIU LPTKS - AKL




FORM 1
IDENTIFIKASI SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Aktivitas B e e A S ie
vo..&i?..b:\ xb_uanxnv!_

chc ww_E

i-_a:

S
i
i

1. _umao:o: menyerahkan um}_wm persyaratan | 1. Copy akta pendirian dan/atau mrﬁ perubahan badan hokum
. penerbitan SIU LPTKS - AKL kepada Petugas ! dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa
' Pelayanan | Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapatkan
, m pengesahan dari instansi yang berwenang;
| 2. Copy surat keterangan domisili perusahaan;
Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; |
. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan |
kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima)
tahun yang dikuatkan dengan akta notaris; ‘, |
, Surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa
! tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada
LPTKS lain; m
. Bagan struktur organisasi dan personil; m
. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan;
Pas foto berwarna Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4x6 |
cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan “ i
. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai | w
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Copy akta pendirian dan/atau akta perubahan badan
dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan

pengesahan dari instansi yang berwenang;
. Copy surat keterangan domisili perusahaan;
Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima)
tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;

jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapatkan

. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan ,

Surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa |

tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada |

LPTKS lain;
. Bagan struktur organisasi dan personil;
Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan;

4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih vonm_e

. Pas foto berwarna Penanggung Jawab Perusahaan :EB:

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang | |

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Copy akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hokum | 1jam |

dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa

Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapatkan

pengesahan dari instansi yang berwenang;

Copy surat keterangan domisili perusahaan;

Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan

kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima)

tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;

. Surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa

[ tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada |

| ! LPTKS lain;

Bagan struktur organisasi dan personil;

Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan; |

| 8. Pas foto berwarna Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4x6 |

| cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

| 9. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai |
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib |
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

2. | Petugas memverifikasi berkas persyaratan yang | #
| sudah diserahkan oleh pemohon, jika sudah benar |
| maka dilanjutkan proses selanjutnya dan jika |
| belum maka dikembalikan kepada pemohon untuk w

| dilengkapi. m

w

®No

N

‘»~.ﬂ«., =2

Berkas persyaratan

A hari

penilaian kelayakan (expose) secara _msmu::uﬂ
terhadap Penanggung Jawab Perusahaan jika

ceklist dokumen persyaratan

oo_ESm: persyaratan yang telah diekspose/dinilai

HEGHER SRS

Berkas persyaratan yang sudah diperiksa sesuai dengan |

}
i

. Identifikasi SOP Perizinan SIU LPTKS - AKL (Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - Angkatan Kerja Lokal)



“+ ldentifikasi SOP Perizinan SIU LPTKS - AKL (Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - Angkatan Kerja Lokal)



SATUAN KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

Pelaksana Mutu Baku
%sgw e e o o
| R R vg ~ Pemohon Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m Mulai ,M_
.| Menyerahkan berkas 1. Copy akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hokum dalam 1. g%vﬂ&.&:a@:?ﬁ:m.ﬁmcﬂ»r badan hokum datam
| persyaratan penerbitan SIU bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan bentuk perseroan terbatas yang 1jasa F
| LPTKS - AKL kepada Seksi Tenaga Kerja dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang Tenaga Kerja dan telah mendapatkan vm:nﬂm:m: dari instansi <o=n
| Latihan dan Penempatan berwenang; berwenang;
| Tenaga Kerja ¥ | 2. Copy surat keterangan domisili perusahaan; 2. Copy surat keterangan domisili perusahaan;
| | 1 | 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
> L 4. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau 4. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor
{ L _— perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang
| dengan akta notaris; dikuatkan dengan akta notaris;
| 5. Surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak 5. Surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak
| merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain; merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;
6. Bagan struktur organisasi dan personil; 6. Bagan struktur organisasi dan personil;
7. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan; 7. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan;
8. Pas foto berwarna Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4x6 cm 8. Pas foto berwarna Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4x6 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar; dan sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
9. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan 9. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan. ¥ gakerjaan di Perusah
Memverifikasi berkas Berkas persyaratan 1 jam Berkas persyaratan yang sudah diverifikasi
persyaratan  yang  sudah
| diserahkan oleh pemohon, jika |
sudah benar maka dilanjutkan | T
| proses selanjutnya dan jika { !
| belum maka dikembalikan | | N
. kepada pemohon untuk | i Ya
 dilengkapi. !
" Melakukan penilaian kelayakan & Berkas persyaratan yang sudah diverifikasi | hari Berkas persyaratan yang sudah diekspose/dinilai
| (expose)  secara  langsung Tidak
H terhadap Penanggung Jawab 4 N\
| Perusahaan jika dokumen telah Y P
| sah dan benar, Penanggung \
| Jawab Perusahaan harus N
| menunjukan dokumen Ya
| persyaratan asli 4
Melaksanakan verifikasi Dokumen persyaratan yang telah dinilai 1 hari Dokumen persyaratan yang telah dinilai sesuai dengan fakta
| lapangan bersama TIM Verifikasi ! Tidak ditapangan
§ .\. ~
! .Il.\.. .‘.,..
N \
N [ va
| Melaporkan hasil fakta Dokumen persyaratan yang telah dinilai sesuai dengan fakta dilapangan 1 jam Dokumen persyaratan yang telah dinilai sesuai dengan fakta
| dilapangan kepada Kepala Dinas P N dilapangan
, ll\‘l-L‘
|
, 1 {
Lo ¥ |

Flowchart SOP Penerbitan SIU LPTKS -

AKL (Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - Angkatan Kerja Lokal)




l Flowchart SOP Penerbitan SIU LPTKS - AKL (Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - Angkatan Kerja Lokal)



Nomor SOP S\ /DTKP-P2TK/SIU-LPTKS/AKL/2019

& DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN A8
KABUPATEN TANAH LAUT Tanggal Pembuatan OFtber Aolg

Tanggal Revisi E

Tanggal Pengesahan | g OFtler aciq

Disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Prosedur Perizinan SIU LPTKS - AKL (Surat Izin
Nama SOP Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

- Antar Kerja Lokal)

| Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

' 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan | Pejabat Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut dan Tim Verifikasi

M (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenaga Kerja.

3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penempatan
Tenaga Kerja.

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan

1. Kementerian Ketenagakerjaan RI 1. Perangkat Komputer
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan 2. ATK
3. Buku Database LPTKS

Peringatan /  Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka SIU LPTKS - AKL tidak bisa dikeluarkan. Buku Rekapitulasi Penerbitan SIU LPTKS - AKL

Imo_u Perizinan SIU LPTKS - AKL (Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - Angkatan Kerja Lokal)



KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Nomor SOP

S\ /DTKP- _uN._.x\m_c Eu._.xm\>x_.\wo3

Tanggal _umaccmﬁmz

A8 OI.vrQ‘ dolg

Tanggal Revisi

—

Tanggal Pengesahan

AW O IcAober Relsy

Disahkan oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Nama SOP

Prosedur Perizinan SIU LPTKS - AKL (Surat Izin
Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Swasta - Antar Kerja Lokal)

Dibuat oleh :

 KEPALA SEKSI
PENEMPATAN TENAGA KERJA

NIP. 19750514 200112 2 002

Diverifikasi oleh :

KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA

SYAKHRIL
NIP. 1975041)2 199603 1 002

Disahkan oleh :

KEP, INAS

~.STP
. 19770705 199612 1 004

lmo_u Perizinan SIU LPTKS - AKL (Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - Angkatan Kerja Lokal)




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) |

PELAYANAN PEMBUATAN AKUN SIINAS
DAN REKOMENDASI 1UI
UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI



DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

Prosedur
Bidang Perindustrian. Prosedur Pelayanan 1. Peraturan Menteri
Pembuatan Akun Perindustrian  Republik
Seksi Sarana Dan SIINAS dan Indonesia Nomor 38
Prasarana Industri Rekomendasi Ul Tahun 2018 Tentang

Akun Sistem Informasi
Industri Nasional.

2. Peraturan Menteri
Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun
2019 Tentang Tata Cara
% Penyampaian Data
Industri, Data Kawasan
Industri, Data Lain,
Informasi Industri, dan
Informasi Lain Melalui
Sistem Informasi Industri
Nasional.

3. Peraturan Menteri
| Perindustrian  Republik
i Indonesia Nomor 15
i Tahun 2019 Tentang
Penerbitan Izin Usaha

Industri dan Izin
Perluasan Dalam
Kerangka Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintefgrasi Secara
Elektonik.

4. Peraturan Menteri

Perindustrian  Republik
Indonesia Nomor 30
Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas
Peraturan Menteri

-?aﬂar Kebutuhan Pengembangan SOP Pelayanan Pembuatan Akun SIINAS Dan Rekomendasi IUI



Perindustrian  Republik
Indonesia Nomor 15
Tahun 2019 Tentang
Penerbitan Izin Usaha
Industri dan Izin

Perluasan Dalam
Kerangka Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintefgrasi Secara
Elektonik.

- Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP Pelayanan Pembuatan Akun SIINAS Dan Rekomendasi I/
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN CUTI PNS LINGKUP BKD KABUPATEN
TANAH LAUT



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP
i1
e DNAS TENAGA KERJA DAN anges
Pembuatan
PERINDUSTRIAN Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Nama SOP Pelayanan Cuti PNS lingkup BKD Kab. Tanah Laut
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, | 1. Jabatan Fungsional Umum (JFU)
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah UU 9. Kasubhoe ait dan & -
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 | < ol €peg
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. 3. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Bupati tanah Laut Nomor 95 Tahun 2015 tentang Standart Opersional
Prosedur pengurusan cuti PNS Struktural.
Keterkaitan : Peralatan dan Perlengkapan :
1. Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 1. Database Pegawai
2.Bidang P2TK 2. Berkas Perorangan Kepegawaian
3.Bidang Perindustrian 3. Aturan perundang-undangan
4 Bidang HIJSTK
5. UPT. BLK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Kesalahpahaman pengguna berakibat terhambatnya proses administrasi 1. Buku Penjagaan Cuti
Kepegawaian 2. Kartu Cuti




PROSEDUR

PNS yang bersangkutan
pengajukan permohonan cuti dan

Permohonan cuti

Permohonan cuti
disetujui atasan

disetujui oleh atasan langsungnya langsungnya

Menerima, memeriksa dan Permohonan Cuti PNS yang 15 menit Permohonan cuti

mengklasifikasi usul cuti, telah disetujui atasan siap untuk

mengkompilasikan dengan buku langsungnya, Kartu cuti proses

jaga cuti dan kartu cuti Peg yang selanjutnya

bersangkutan

Usul cuti pejabat eselon I, Ill, dan Permohonan Cuti PNS yang 5 menit Permohonan Proses Surat iji

IV diteruskan BKPSDM untuk telah disetujui atasan diterima Bidang | cuti di Bidang

proses selanjutnya langsungnya Mutasi BKPSDM | Mutasi

Berkas permohonan cuti diproses Permohonan Cuti PNS yang Surat ljin Cuti Waktu sesuai

di Bidang Mutasi BKPSDM telah disetujui atasan ditandatangani dengan SOP
langsungnya oleh pejabat pelayanan Cuti

berwenang di bidang Mutas

Usul cuti pejabat fungsional dan Permohonan Cuti PNS yang 15 menit Surat Izin Cuti di

pelaksana, dibuatkan surat ijin Cuti telah disetujui atasan tandatangani

diteruskan kepada Sekretaris untuk langsungnya Kepala

paraf dan Kepala Dsnakernd untuk BKPSDM

ditandatangani

Menerima, menggandakan dan Surat Izin Cuti yang telah di 1-3Jam Surat diterima

arsip Surat ljin Cuti yang telah tandatangani Kepala PNS yang

ditandatangani Kepala BKPSDM BKD/Sekda/Bupati bersangkutan

/Sekda/ Bupati dan menyerahkan
pada PNS yang bersangkutan

_U..._.u=>o>§>
ANCPERINDUSTRIAN,



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BMD



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
DNAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN | TangoalRevis
Tanggal pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustran
Nama SOP Pengadaan dan Pemeliharaan BMD
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah | ¢ JFU
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun | e Kasubbag
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah | ¢ Sekretaris
Tingkat Il di Kalimantan.
2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang
Milik Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 19 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan barang milik
Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang dipisahkan.
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. 1. Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 1. Panduan dalam pengelolaan arsip
2. 2.Bidang P2TK
3. 3.Bidang Perindustrian
4. 4.Bidang HIJSTK
5. UPT.BLK
Peringatan Pencatat dan pendataan
1. Jika salah satu aktifitas tidak dilaksanakan maka proses pengadaan Barang/jasa akan tergangu 1. Jenis surat

2. Laporan Kegiatan
3. Dokumen yang digunakan




PROSEDUR

xmmcuumo umum membuat _..S:mmu SK Kepala

Draft SK Kepala

Dilaksa

Disnakerid tentang Penetapan PPTK, Disnakerid setiap :
Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan tahun
Barang/ Jasa, Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) dan Pengawas Lapangan
(Untuk pekerjaan Fisik), print out
Konsep SK diteruskan kepada Sekretaris untuk y Draft SK Kepala 1 jam SK Kepala
diteliti dan diparaf, selanjutnya diteruskan kepada AVI Disnakerind Disnakerind
Kepala untuk ditandatangani
Menerima DPA, DKBMD dan DKPBMD DPA, DKBMD dan 1 hari DPA, DKBMD dan
DKPBMD DKPBMD masing2
kegiatan

PA/KPA memerintahkan kepada PPTK untuk DPA, DKBMD, DKPBMD, 5 hari Surat Perintah
melakukan survey Harga, selanjutnya PPTK — Tv_’ RUP survey harga
melaksanakan survey harga T
PA/KPA membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) v Surat Perintah Survey 1 hari - Hasil Survey
berdasarkan hasil survey harga | | harga __|-HPs
PA/KPA memerintahkan kepada Panitia/Pejabat HPS 1 hari Perintah Pengadaan
pengadaan untuk melaksanakan pengadaan _ “
Barang/Jasa
Proses pengadaan Langsung oleh Panitia/Pejabat HPS Penetapan Penyedia | Waktu
Pengadaan Barang/ Jasa dengan _ _ Penawaran Barang/Jasa metode
Rekanan/kontraktor sesuai Perpres pengad
Penandatanganan SPK oleh PA/KPA dengan Penetapan Penyedia 15 SPK
Rekanan/kontraktor untuk pekerjaan dengan HPS _ T Barang/Jasa menit
dbawah 200 juta
Proses Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan SPK Barang/Jasa Waktu
Barang/Jasa oleh Rekanan/kontraktor dengan

kontrak
Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Barang/Jasa 1 hari BA Penerimaan Apabila |
Jasa oleh rekanan/ kontraktor, diperiksa/diteliti Barang dan BA Serah | fidak ses
oleh PPHP dibuat BA Penerimaan Barang dan BA terima Hasil ”Mﬂ_..._wmw“
Serah terima Hasil Pekerjaan Pekerjaan oleh PPI

Barang hasil pengadaan diterima oleh PPHP
kemudian diserahkan kepada PA/KPA sebagai
Pengguna Barang

8

Barang/Jasa, BA Pene-
rimaan Barang , BA Serah

Barang/Jasa diterima
Kepa sebagai
pengguna barang




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

TANAH LAUT
*x

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN BMD



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DNAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustran

Nama SOP Pengelolaan BMD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan.

2. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan
barang Milik Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 19 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan barang
milik Daerah

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah yang dipisahkan

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

~

e JFU
e Kasubbag
e Sekretaris

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2. Bidang P2TK

3. Bidang Perindustrian

4. Bidang HIJSTK

5. UPT. BLK

1. Panduan dalam pengelolaan arsip

Peringatan

Pencatat dan pendataan

1. Jika BMD tidak dikelola dengan baik

1. Jenis surat
2. Laporan Kegiatan
3. Dokumen yang digunakan




Menerima Barang hasil moyom.mmm? ) ~% Barang Milik Daerah -Perintah Penerimaan
selanjutnya memerintahkan kepada ﬂ_ -Perintah Pengeluaran

Pengelola Barang untuk menerima, -Perintah Penyaluran
menyimpan dan menyalurkan baran

2 Melaksanakan pendaftaran dan & Barang Milik Daerah 1jam Buku penerimaan, pengeluaran
pencatatan BMD _ _ barang, Buku barang pakai habis,
buku barang inventaris
3 Melaksanakan penyaluran  barang A Barang Milik Daerah 5 hari Tanda Terima Barang
sesuai kebutuhan masing-masing unit _ _l.v_ _
lingkup disnakerind
4 Melakukan inventarisasi/pencatatan Barang Milik Daerah, 15 KIB, KIR, Buku Inventaris, Rakap

- Komputer Aplikasi menit Buku Inventaris, Buku Inventaris
SIMDA Barang gabungan, Laporan Mutasi Barang,
Rekap Mutasi Barang, Rekap Barang
ke Neraca, Rincian Barang ke Neraca
5 Mengurus, mengamankan dan Barang Milik Daerah 15 Kartu Pemeliharaan

memelihara penggunaan BMD yang menit
dalam pemakaian masing-masing unit

dan entry data BMD yang berada
dalam pengelolaannya kedalam
aplikasi SIMDA Barang

pada disnakerind

6 Melaksanakan rekon pemeliharaan
BMD dan realisasi pengadaan barang
inventaris/ belanja modal di ke BPKAD
7 Menyusun laporan Barang
berdasarkan hasil Rekon, diteruskan
kepada Kasubbag Umpeg untuk
diperiksa dan diparaf dan Sekretaris
untuk diteliti dan di paraf

Data BMD (Buku Barang Sinkronisasi Data Pemeliharaan dan
Inventaris dan Kartu Data Relisasi belanja modal
Pemeliharaan)
Draf RKBMD dan 15 Draft Laporan penatausahaan BMD
RKPBMD Sekretaris menit yaitu : Pemeliharaan, Laporan
Pemanfaatan, Laporan Pemindah
> _H_ — _H_ tanganan, Laporan Triwulan dan
semester tentang Penerimaan dan
Pengeluaran Barang Pakai Habis,
Laporan Realisasi Blj Modal
8 Laporan Barang diteruskan ke Kepala Draft Laporan penata 15 Laporan penata usahaan BMD
untuk ditandatangani D usahaan BMD menit | ditandatangani Kepala BKD

4

9 Menerima Laporan barang yang telah
ditandatangani  kepala, selanjutnya
digandakan dan arsip, selanjutnya
diserahkan ke BPKAD

Laporan penata usahaan RKBMD dan RKPBMD diterima oleh

O BMD DPPKA




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN DAFTAR HADIR PEGAWAI



TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DNAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Nomor SOP A /prte/setr -Up/ 209

Tanggal Pembuatan |4 Oktober 209

Tanggal Revisi (0 okbber 12

Tanggal pengesahan | (v QOtbbev w19

Disahkan Oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian

Nama SOP Pengelolaan Daftar Hadir Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan.

e JFU
e Kasubbag
e Sekretaris

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2019 tentang ketentuan jam kerja bagi ASN di lingkungan
pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 1. Mesin Absensi/Finger Print
2. Bidang P2TK 2. Blanko Daftar Hadir
3. Bidang Perindustrian
4. Bidang HIJSTK
5. UPT.BLK
Peringatan Pencatat dan pendataan
1. Jika pegawai tidak mengisi daftar hadir melalui mesin absensiffinger print atau daftar hadir manual setiap hari pada | 1. Jenis surat
jam yang telah ditentukan tanpa kabar maka pegawai ybs dianggap tidak hadir dan berakibat dikuranginya | 2. Laporan Kegiatan
tunjangan kinerja/tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai ybs. 3. Dokumen yang digunakan
2. Jika rekapitulasi daftar hadir pegawai tidak dilaksanakan tepat waktu, maka akan menghambat pembayaran

tunjangan kinerja/tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.




i aibe e i
Menyiapkan mesin finger print dan - 5 menit Mesin Finger Print & | Dilaksanakan
blanko daftar hadir manual setiap hari O Blanko daf hadir setiap hari ke
kerja manual siap

digunakan
Pegawai mengisi daftar hadir melalui - Mesin Finger Print Senin-Jum’at |- Data sidik jari Dilaksanakan
finger _v_._a atau blanko daftar hadir v - Blanko daf hadir manual | 07.30-08.00 - Data Daf.Hadir setiap hari ke
manual setiap hari kerja (pagi) 16.30- sesuai jam ya

_H_ 18.00(siang) ditentukan
Jum’at 07.30-
_ 08.00 (pagi)
11.30 (siang)
Pegawai yang tidak masuk surat tugas/surat ijin/cuti 5 menit Data pegawai yang
menyerahkan surat tugas/surat ijin/cuti DL/ljin/Cuti
kepada Kasubbag Kepegawaian
Mengambil data dari finger print (setiap - Data sidik jari 30 menit Print out laporan
minggu) harian
Mencocokan data finger print atau Print out laporan harian, 1 hari Kesesuaian Data peg
blanko daftar hadir manual dengan VD daftar hadir manual, surat yang hadir, pegawai
surat tugas/surat ijin/cuti tugas/surat ijin/cuti yang DL/ljin/Cuti
Merekap dan print out data kehadiran Data peg yang hadir, 1 hari Print out Rekap daftar | Tergantung
pegawai [ pegawai yang DL/ljin/Cuti Hadir pegawai banyaknya ar:
ﬂl (bulanan dan

mingguan)
Menyampaikan rekap daftar hadir i Print out Rekap daftar 1 bulan Print out Rekap daftar | Tergantung
kepada Kasubbag Umpeg untuk _ _ N - Hadir pegawai Hadir pegawai banyaknya ar:
diverifikasi dan di paraf diverifikasi
Rekap daftar hadir diteruskan kepada D Print out Rekap daftar 1 bulan Rekap daftar Hadir Tergantung
Sekretaris untuk ditandatangani Hadir pegawai yang telah ditanda tangani oleh banyaknya ar

diverifikasi Sekretaris

Menerima rekap daftar hadir, arsip dan Rekap daftar hadir bulanan | 1 bulan Rekap daftar hadir Tergantung
nyampaikan kepada Bendahara dan mingguan bulanan dan banyaknya ars

Pengeluaran untuk proses pembayaran
Tunjangan Kinerja/Tambahan Pengha
silan berdasarkan Beban Kerja

mingguan diterima
Bend.Pengeluaran




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS

Scanned by TapScanner
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b T8 e,
Penndustnan

Nama SOP SOP PINJAM PAKAI KENDARAAN
DINAS

Staf

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 lentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah | o

Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun | ¢  Kasubbag Umum Dan kepegawaian
1958 tenlang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah l e Sekretans Dinas

Tingkat || di Kalimantan e Bidang -Bidang

2 Peraturan Menteri Dalam negen nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman lekrus pengelolaan barang |

Milik Daarah
3 Peraturan Menten Dalam negen nomor 19 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan barang rnmkl

Daerah
Peraturan Bupat Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah |

4 .
Keterkartan Peralatan/Perlengkapan T .
. Lembar Disposisi .

Sekretanat Dinas Tenaga Kerja dan Pernndustnan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DNAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

1
; Bidang P2TK 2. Buku Register Pinjam Pakai
3 Bidang Perindustnan 3. Komputer
4 Bidang HIJSTK 4 Balint
5 UPT BLK

e - - . | Pencatsi dan pendelaan
= 1. Jenis surat
1 Jika tidak dilaksanakan dokumen idak lerkelola dengan baik 3 Lt Megitian

3 Dokumen yang digunakan

Scanned by TapScanner
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
UPT BALAI LATIHAN KERJA PELAIHARI

TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PENERIMAAN PESERTA LATIH DALAM
BALAI LATIHAN KERJA



DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
UPT BALAI LATIHAN KERJA PELAIHARI KAB. TANAH LAUT

Balai Latihan Kerja Prosedur Pelayanan 1. Undang-Undang R.I Nomor

Pelaihari Penerimaan Peserta 13 Tahun 2003 Tentang
Latih Dalam Balai Ketenagakerjaan
Latihan Kerja 2. Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan R.| nomor
8 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan

Pelatihan Berbasis
Kompetensi
3. Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan R.| Nomor
21 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis
Bidang Pelatihan Kerja

| 1| Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP Pelayanan Penerimaan Peserta Latih Dalarm BLK



SATUAN KERJA : BALAI LATIHAN KERJA PELAIHARI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT

seEEER T TS R T T TR
em: Pendaftars , Tim Seleksi - Persyaratan  Waktu Output

: ,.u Hari gac:ﬁ: v,m_mn:m:‘

1 Hari Tim Seleksi

uﬁsaaa,:pmz%,;
‘PasFoto 3x4 o

e | ‘ - _ o . - 53__58_“@8,&3
mmw.& . - H « ‘ . | ‘ 2Jam " Kejuruan

em%:asa:zaﬁmmz - | ‘ e

Jumlah Peserta Yang

1 Flowchart SOP Pelayanan Penerimaan Peseta Latih Dalam BLK



FORM 1
IDENTIFIKASI SOP

NAMA SKPD : UPT BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

E Aktivitas %Iﬁl
Persyaratan/ xo_qan.nv-.. :
. 2 ._ m 6
- Pembuatan pengumuman pelatihan 1 Hari Pengumuman Pelatihan
- Membentuk tim seleksi/rekrutmen 1 Hari Tim Seleksi
. Pendaftaran 863833 = wwme.mmwwﬂnv , Ljazah terakhir, 15 Hari Jumlah Peserta Yang Terdaftar
.. Pengumuman pelaksanaan seleksi 1 Hari Pengumuman Pelaksanaan Seleksi
Pelaksanaan Seleksi : 2 Jam Memilih 16 Peserta Per Kejuruan
Pengumuman Hasil Seleksi 1 Hari Hasil Seleksi
- Membuat laporan seleksi ‘ 1 Hari uca_m: Peserta Yang Lulus Seleksi

1] Identifikasi SOP Pelayanan Penerimaan Peserta Latih Dalam BLK



Nomor SOP  /DTKP/BLK-PLH/2020

A CAOT Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2019 \7
Tanggal Revisi 08 Oktober 2019 ]

08 Ottvbsr 1005 L
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan M
___Perindustrian -

Prosedur Pelayanan Penerimaan Calon
vmmmnm _.mc: cm.ms mm_m_ _.mczms xmam

'Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

‘Nama SOP

ommmw Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 1. Minimal SMA ﬁ
Ketenagakerjaan 2. Mahir Komputer dan Internet
- 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.| nomor 8 Tahun 3. Menguasai website pelatihan.kemnaker.go.id
2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan m
Berbasis Kompetensi
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.| Nomor 21 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
 Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja e e s s
xmnm_._ﬁ_nm: _um_.m_mnm:\ vm_._m:m_amvm: |
Masyarakat yang ingin memiliki keterampilan 1. Perangkat Komputer 4, Kertas
2. Jaringan Internet 5. Alat Tulis
3. Printer
vm::wmum: ~ Pencatatan dan Pendataan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka peserta latih tidak 1. Laporan Seleksi
_ bisa didaftarkan untuk mengikuti pelatihan. N
,, i

~ SOP Pelayanan hm:m:.\:mg. ﬁm\ca..nmmmlm Latih Dalam BLK



Nomor SOP /DTKP/BLK-PLH/2020

[TANAH LauT Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2019
Tanggal Revisi 0d Otpoey 109
e

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian
NamaSOP ~ Prosedur Pelayanan Penerimaan Calon

Disahkan oleh

Dibuat oleh : Diverifikasi oleh : Disahkan oleh :

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA BALAI LATIHAN KERJA
TATA USAHA

PARYANTO, S.Sos
NIP. 19640820 198701 2 001 NIP. dm\oinn 198603 1 005

SOP Pelayanan Penerimaan Calon Peserta Latih Dalam BLK



